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KATA PENGANTAR

l-apora.r Kne..J:a Insta.tsi Perfier;o{ah {LKjlP} Peegadilan
'finjqi Bengkulu 2017 rnerupakan wujud

pertanggunq.iawaban kinerja dalam mencapai visi dan misi

pada Tahun A699aran 2017. Penyu$rnan LKIiP Pengadilan
-tinggi 

Bengkulu 2017 me.ga.u kepada Peraturan Presiden

Republik lndoriesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sisiem

Akuntabilitas $nerja lnstansi Pemeriltah dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatu. Negara dan Reformasi

Birokrdsi Republik lnConesia Nomor 5f Tahun 2014

Ientang Petuojuk Teknis Perjanjian Kinerj4 Pe,aporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja lnstansi

Pemerintah.

Selama tahun 2a17 Pengadilan Tinggi Bengkulu telah

melaksanakan berbaqai program dan kegiatan

sebaEaimana tertlang dalam Rencana Strategis

Pengadilan Tiflggi Bengkulu Tahun 2015-2019, Dalam UglP

ini akan dijabarkan Rencana l(nerja dan juga analisis

Capaian Koeia Pengadilan 
-nnggi gengkulu pada tahun

2417.

Harapan kami LKjIP Pergadilan Tinggi Bengkulu ini dapat

berguna sebagai sumber info.rnasi bagi masyarakat atas

tang'gu.g jawab yang diemban dan kinerja yang telah

ditetapka.\ dan juga sebagai pema€u peningkatan kinerja

Pengadilan Tinggi Bengkulu di masa yang akan datang.

23 Februa.i 2018

@191984031001
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Sepanjang tahun 2017, Pengadilan Tinggi Bengkulu secara umum telah berhasil

melaksanakan misiyang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Tinggi Bengkulu ini diukur berdasarkan pencapaian

sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 20'17, Pengadilan

Tinggi Bengkulu menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, dan sasaran tersebut diukur
menggunakan target kinerja pada 7 (tujuh) indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 2 (dua) sasaran sasaran strategis yang

ditetapkan dalam perjanjian kineaa tahun 2017 terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang

berhasil dilaksanakan dengan cukup bailr yaitu :

1. Sasaran mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2. Sasaran meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Secara keseluruhan, rata-rata pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah

sebesar 105,6%. Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis

tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

SASARAN STMTEGIS 1: PROSES PERAOILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DANA(UNTABEL
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SASAMN STRATEGIs 2: MENING(AT(AN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERIGRA
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LA I AK I'ELAKAI\U
Pengadilan Tinggi Bengkulu merupakan kawal depan (voor-posf) Mahkamah

Agung Rl yang membawahi 8 (delapan) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Propinsi

Bengkulu. Menjadi bagian dari Peradi,an Umum, Pengadilan Tinggi Bengkulu secara

hirarki organisatoris dan administratif berada di bawah Direktur Jenderal Badan

Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik lndonesia.

Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman

mengemban tugas pokok untuk menegakkan hukum dan keadilan atas perkara di

lingkat banding. Pengadilan Tinggi Bengkulu selain mempunyai fungsi yudikatif

(penyelesaian perkara), juga memiliki fungsi lain yaitu fungsi pengawasan, fungsi

mengatur dan {ungsi administratif terhadap seluruh Pengadilan Tingkat Pertama di

wilayah hukumnya.

Sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal

4 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsinya senantiasa berusaha mewujudkan lembaga

peradilan yang profesional, efektil elisien, transparan dan akuntabel, sehlngga mampu

memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan, sederhana,

cepat dan ringan biaya.

Merupakan komitmen dari Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk mengedepankan

prinsip transparansi dan akuntabilitas, untuk itu diperlukan untuk menyampaikan

Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Tinqqi Benqkulu Tahun 2017 ini.

B. TUGAS DAN FUNIGSI

Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di

lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana

di$ebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 yang

menyatakan:
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Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara

perdata di tingkat banding. (Posol5l Ayot (1) Undong-Llndong Nomor 2 Tahun 1986

Tentong Perodilon Umum, yong teLoh diuboh yang teloh diuboh peftama

dengon Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20U, kedua dengon lJndong-

Undong Nomor 49 Tohun 2009).

Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang

hukum kepada instans: Pemerintah didaerahnya, apabila diminta. (Posol52 Ayot (1)

Undong- Undong Nomot 2 Tohun 1986 Tentong Perod an Umum, yang teloh diuboh

peftomo dengan Undong-Undong Nomot S Tohun 20U, keduo dengon Undong-

Undong Nomot 49 Tohun 2009).

Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan

Undang-Undang. fPosol 52 Ayot (2) Undong-Undong Nomor 2Tohun 19 Tentong

Perodilon Umum, yong teloh diuboh peftomo dengon Undong-Undong Nomot I
fahun 20U, kedua dengon Undang-Undong Nomot 49 Tohun 2009).

Pengadilan Tinggi Bengkulu memiliki fungsi sebagai berikut:
. Fungsi Mengadili (Judi.iot Powe4, yakni memeriksa dan mengadili perkara

perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi.
r Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan diwilayah hukumnya,

menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum,

perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.

. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan

tingkah laku Hakim, Pejabat druktural dan pegawai di daerah hukumnya serta

terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan

dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara &
administrasi umum

. Fungsi Nasehat yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum

kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
. Fungri Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan

kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis

peradilan dan administrasi peradilan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Pengadilan Tinggi Bengkulu berdasarkan Surat Edaran

Mahkamah Agung Rl Nomor 5 Tahun'1996 tanggal 1B Agustus 1996 dan perubahan

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 tanggal T Oktober 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan adalah sebagai

berikut:
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Pada tahun 2017 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Bengkulu masih mengacu

pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung Rl N0.474- 1/SEK/KU.01/10/20'1 5 tanggal 15

Oktober 2015 perihal Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Peradilan, terdiri atas:

1. sebagai kawal depan (yoorporf) Makamah Agung Rl, yaitu dalam hal

melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan

pejabat Kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah

laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada

diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Makamah Agung,

menerima laporan penanganan perkara dan laporan tetang Penasehat Hukum dan

Notaris dari Peradilan Negeri dan mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada

Makamah Agung Rl, meminta keterangan tentang halyang berkaitan dengan teknis
pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila

dipandang perlu, menetapkan suatu perkara banding tanpa biaya, membagi perkara

kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan serta merta terhadap
perkara yang dimohonkan banding, mengevaluasi laporan penanganan perkara

banding yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan

laporan dan hasil evaluasinya secara period;k kepada Makamah Agung dan

membuat/menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting di

wilayah hukumnya untuk dijadikan reqional data bank.
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3.

4.

5.

6.

7.

mempunyai tugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua

berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.

yang terdiri dari para Hakim Tinggi bertugas menetapkan hari

sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya,

kemud;an dalam hal Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk

mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas

pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatanganinya,

mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim Tinggi wajib menandatangani

putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan

mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan

kepadanya dan melaksanakan p€mbinaan dan pengawasan terhadap

penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi yang ditugaskan kepadanya serta

mengurus kepustakaan hukum yang diterima dari Makamah Agung kepada Hakim-

Hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat

jalannya sidang Pengadilan, bertanggung jawab atas pengutusan berkas perkara,

putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara. dan surat-surat lainnya disimpan di

Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Wakil

Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara

yang diterima di Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, mengirimkan berkas

perkara banding serta putusannya kepada Pengadilan Negeri.

mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti

dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara

perdata, mempersiapkan persidangan perkara perdata, menyimpan berkas perkara

perdata yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah

perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara perdata yang diterima

di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftardisertai

catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara banding yang telah

selesai diputus untuk dikirim kembali kepada Pengadilan Negeri dan menyerahkan

arsip be.kas perkara perdata kepada Panitera Muda Hukum.

mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikutidan
mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara pidana,

mempersiapkan persidangan perkara pidana, menyimpan berkas perkara pidana

yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara

pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan

serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara pidana yang

diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau

menyiapkan berkas perkara pidana yang dimohon banding dan menyerahkan

perkara pidana kepada Panitera Muda Hukum.

mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikutidan

mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara tipikor,
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9.

mempersiapkan persidangan perkara tipikor, menyimpan berkas perkara tipikor
yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara

tipikor, memberi nomor register pada setiap perkara tipikor yang diterima di
Kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara tipikor
yang diterima kedalam buku register, dise.tai catatan singkat tentang isinya, atau

menyiapkan berkas perkara_ yang dimohon banding dan menyerahkan perkara

tipikor kepada Panitera Muda Hukum.

mempunyai tugas adalah membantu Hakim dengan

mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, mengumpul, mengolah dan

mengkajidata, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan

arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan

perundang- undangan dan mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan laporan

periodik dari Pengadilan Negeri untuk dilaporkan kepada Pimpinan Pengadilan.

mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan

mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal :

membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan,

dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan.

Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas

perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai dimutasi.

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam

pengurusan surat-sural penyusunan arsip dan pembinaan administrasi

Kepegawaian, Keuangan, dan tJmum di Pengadilan Tinggi Bengkulu.

mempunyai tugas membantu dan

melaksanakan sebagian tugas Sekretarisdalam pengurusan surat-surat, penyusunan

arsip dan pembinaan administrasi Perencanaan Program dan Anggaran serta

Kepegawaian maupun lnformasi Teknologi di Pengadilan Tinggi Bengkulu.

mempunyai tugas membantu dan

melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam pengurusan surat-surat, penyusunan

arsip dan pembinaan administrasi Tata Usaha dan Rumah Tangga serta Keuangan

maupun Pelaporan di Pengadilan Tinggi Bengkulu.

10

11.

12.

14

13. mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas-tugas dalam mengelola perencanaan atas program-program dan

anggaran pada Pengadilan Tinggi Bengkulu berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

dalam mengelola dan membina administrasi Kepegawaian di Pengadilan Iinggi dan

Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu, perumusan

kebijakan fasilitasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku

mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas di bidang Pengelolaan dan Pembinaan Keuangan di lingkungan Pengadilan

15.
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Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi

Bengkulu serta perumusan kebijakan fasilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. mempunyai tugas membina dan

melaksanakan urusan tata usaha, dan kearsipan berdasarkan peraturan perundang

undangan yang berlaku.

D. ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Bengkulu

menghadapi berbagai macam permasalahan yang harus diselesaikan demi untuk

meningkatkan kinerja dan capaian organisasi. Berikut ini adalah beberapa

permasalahan yang menjadi isu strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu:

1. Manaiemen Penanganan Perkara

Masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada Sistem lnformasi

Perkara dan Putusan karena masih lemahnya kinerja keterbukaan, akurasi informasi

dan etos kerja sebagai ujung tombak pelayanan publik. Hal ini terjadi karena

adanya beberapa permasalahan pada proses penyelesaian perkara yang dimulai

dengan penerimaan berkas, registrasi, pemeriksaan dan penjatuhan putusan serta

minutasl

Proses berkas diregistrasi oleh Panitera Muda harus melewati Subbag Tata Usaha

dan Rumah Tangga sehingga hal ini menyebabkan penyampaian berkas perkara

ke Kepaniteraan memakan waktu serta ditambah dengan proses registrasi manual

yang terpisah dengan proses registrasiinformasi perkara sehingga berakibat pada

terlambatnya proses update informasi registrasi ke sistim lnformasi Perkara. Selain

itu kesalahan entri data dan minimnya kepatuhan dan akurasi data juga belum

adanya parameter kinerja terhadap informasi perkara terkini secara online.

Distribusi Perkara belum mempertimbangkan status tunggakan perkara sehingga

masih belum merata beban perkara yang dimiliki oleh setiap hakim. Selain itu

karena tidak ada proses mengidentifikasi perkara-perkara masuk berdasarkan

substansinya sehingga perkara-perkara yang saling terkait tidak ditangani oleh

majelis yang sama.

Kinerja memutus perkara tidak sebanding dengan beban perkara yang masuk

dikarenakan belum adanya kemampuan melaporkan secara detil posisi perkara dan

terhadap perkara tidak ada kepastian tentang kapan persidangan akan

dilaksanakan sehingga sulit mengont.ol dan mengidentifikasi keberadaan dan

kemajuan perkembangan proses memeriksa dan memutus.
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3.

2. Peningkatan jumlah perkara di tingkat Pengadilan Negeri diwilayah
Pengadilan Tinggi Bengkulu
Peningkatao jumlah perkara masuk belum dilakukan pemetaan permasalahan

hukum dan pengawasan konsistensi putusan, hal ini menyebabkan ketidakpuasan

para pencari keadilan terhadap hasil putusan di Pengadilan Tingkat Pertama yang

memicu para pihak melakukan upaya hukum banding, sehingga harus

dilaksanakan peningkatan sumber daya Hakim dalam hal hukum formil dan

materlll, sehingga diharapkan kua$tas putusan yang dibuat oleh Hakjm akan dapat
memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Disamping itu untuk mengurangi perkara yang diajukan banding maka Ketua

Mahkamah Agung telah menetapkan kebijakan penerapan diversi pada SPPA,

gugatan sederhana dan pemberlakuan penerapan tindak pidana ringan atas

kerugian yang tidak melebihi Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Penguatan Sumber Daya Manusia
Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyaGkat pencari keadilan tidak
akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baikyang terkait dengan teknis
peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya

manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan

dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi Hakim, Panitera

maupun Jurusita. Bagi Hakim dilakukan pendidikan dan pelatihan teknis terkait

dengan spesialisasi hakim, antara lain diklat sertifikasi peradilan anak, sertifikasi

mediasi sertifikasi tipikor, bidang lingkungan, niaga dan. bagi tenaga non teknis

dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manaierial

dan kepemimpinan.

Pengelolaan Aset, Keuangan, dan Kinerja Organisasi
Dalam pengelolaan asset dan keuangan, Pengadilan Tinggi Bengkulu telah

menggunakan kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh pemerintah sehingga

dapat mendukung pogram Mahkamah Agung yang benurut-turut memperoleh

opini Wajar Tanpa Pengecualian (\MtP), namun untuk mencapai hasil kerja yang

ideal masih menemui kendala dikarenakan pagu anggaran Pengadilan Tinggi

Bengkulu dari Mahkamah Agung belum mencukupi kebutuhan operasional

Pengadilan Tinggi Bengkulu. Pemenuhan pagu anggaran tersebut masih

tergantung pada keputusan legislatif dan eksekutif serta Mahkamah Agung

belum bisa memanfaatkan kembali pemasukan pendapatan Mahkamah Agung

kepada pemerintah melalui PNBP. Dalam hal kineia organisasi belum dapat

berjalan secara optimal dikarenakan struktur organisasi sesuai dengan PERMA

Nomor 7 Tahun 20'15 tentang Organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan

kesekretariatan peradilan belum dievaluasi untuk menunjang pelaksanaan tugas

dan fungsi.

4.
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E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

8ab I Pendahuloan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan

menekankan pada aspek strategis organisasi beserta permasalahan utama (strategic

issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab ll Perencanaan Kinerja, pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar per.janjian

kinerja tahun yang bersangkutao.

Bab lll Akuntabilitas Kinerja, bab ini terdiri dari 2 sub bab yaitu Capaian Kinerja

organisasi dan Realisasi Anggaran.

Bab lv PenLrtup, pada bab inidisajikan simpulan umum atasCapaian Kinerja organisasi

serta langkah-langkah yang akan diambil di masa yang akan datang dalam rangka

meningkatkan kinerja organisasi.
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BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS 2015.2019
Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menyusun Rencana Strategis 2015-2019 yang

mengacu kepada Rencana Strategis Mahkamah Agung Rl 2015 20'19.

Rencana strategis adalah dokumen perencanaan Pengadilan Tinggi Bengkulu

selama periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,

kebijakan, program maupun kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN).

Saiah satu pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi

Bengkulu adalah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 20'14 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (Renstra K/L)

2015-2019.

Dengan terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor

192/KMA/SK^V2016 tanggal 09 November 2016 tentang Penetapan Reviu lndikato.

Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka Pengadilan Tinggi

Bengkulu telah menetapkan Reviu lndikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Bengkulu

dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor W8-

U/1026/KP.11 .01/lll/2017 tanggal 10 Maret 2017, yang selanjutnya diikuti dengan

melakukan Reviu atas Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu 2015-20'19.

1 . VtSt

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang

diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan

Inggj Bengkulu.

Visi Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah:
"Mewujudkan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang Agung"

Visi tersebut ingin menjadikan Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai lembaga

peradilan yang dihormati, dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.
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2. MtSt

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang

ditetapkan agar tujuan Pengadilan Tinggi Bengkulu dapat terlaksana dan terwujud

dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Bengkulu, adalah sebagai berikut:
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Bengkulu.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan 
-Iinggi Bengkulu.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Bengkulu.

3. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapaiatau dihasilkan dalamjangka waktu 1 (satu)

sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada

pernyataan visidan misi.Adapun tujuan yang hendak dicapaioleh Pengadilan Tinggi

Bengkulu adalah :

1. Terwujudnya keperca)raan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui

proses pdradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2. Terwujudnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

BAGAN 2. HUBUNGAI{ VISI, MISIDAN IUJUAN
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4. SASARAN STRATEGiS

Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukut yaitu sesuatu yang

akan dicapai atau dihasilkan dalamjangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Hasil reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu mempertajam sasaran

yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Bengkulu dalamjangka waktu 2015 2019,

sasaran tersebut adalah :

'1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, tranparan dan akuntabel

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapaitujuan maka

diperkukan suatu lndikator Kinerja Utama (lKU). Untuk itu Pengadilan Tinggi

Bengkulu telah menetapkan lndikator Kineia Utama Pengadilan Tinggi Bengkulu

dan indikator tersebut telah direviu untuk mempertajam sasaran strategis-

Keterkaitan tujuan, sasaran dan IKU digambarkan dengan tabel berikut.

Tabel 1 llubunSai Tujuan, Sasaian Siraiegis dan

Pedandiqan jumlah

seb€lumny. Fng diselBaikan khln berjalan

denFn iumlah sisa F*ara tahun sebelumnva

Pedmdinean junrah p€,kac yans dRereeibn
bhun berjalan densln jumlah Frk:cFErda
Peibaiainsai sisa pe a.a bhun .ebelumiya
dikuBnRi sisa E.ka.a tahun be.ialan denRan ska
perlaG bhui sebtlumnv:

mensaju|n up.F hulum ((ei,PK) denFn

Psmen PAN No-ftP25/M.PArY2/20@
tenbns pedoman umrm penyesuaian hder

tamans Pedodai

Perbaidiic.n junlah salinan pdusan Fns
diknim ke Fn3adilan p?nsaju dengan jumlah

diupload dalam web6it deBanjomrah perk E

diak*s*.,6oiliredalan
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5- PROC;ftAM UTA&4A EAN KT6IA.TAT"'

Praqr*n-r Uta$a xTeiupakan unsua utama Fng harus ada de't1i ,reraip*.anya *atu

Kegiata merupakan bagian dari program yang dilaksanai.an oleh satu atau

beberapa satuan ke{ja sebaqai bagian dari pencapaiao sasaran terskua aada suattl

program.

Ur!tuk iriencapai i{ua.l da!! sasa.ar st ateqis Pengadilan TinEgi tsengkulu" petlu

ditetapkan be.,bagai program dan kegiatan yacE rnendukung pelak$naen tugas-

tugas untuk mewujudi?n visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tedapat 3 (tiga)

pada Mahkamah

program utama daE kegiatnn Pengadiian linggiBeBgkuiu menga.u

'L P.og.am

K€Eiatan

Kegia*"a[t

3. Program

Keqratan

B. RENCANA KIf{TRJA TAI"{U I,,I 20,I7

Rencafla i(nerja tahufi 2017 Pengadiiao Tioggi Bengkulu memuat angka target
ki*e,.je Gh!..l 2017 Lj!:tuk selu.uh indikator kioeda }? 9 ada pada rEkat $saran dan

kegi"taa. Angka ia.get kineda ini ata rneojadi kom:tmen yang harus dicapai dalem
periode tahun 2O'l 7.

Selairi itu, doliumen ReEcana Kineria te.sebut r,x€njadi dalar dalarn mettetapkan

kesepakatan tenta"g Uneda ],€.!9 aken diunjuCkan oleh crganisasi tpedc!,'",an e

agtetnent, atau disebutjuga dengan Pe.janjian Kineda.

Aqung Republik lndonesia, sebagai berikut :

Peningkatan tvlanaj€rrefi Peradrlan Umum

Peningkatan Maaajernen Peradilan Uc'iurn

Dukungan Masajemen dan Pelaksanaan Tugas leknis Lainnya

Mahkamah Agung

Peffibinaan Adnlinlst asidan Pefigelolaari Keuaa,gail Eadan Urusan

Administrasi

: PeninglGtan Sarana dan Prasa€na Aparatu. Mahkamah Ag'rng

Pe-!!?adaa!l Sa.?n" da+ Prasaram di lingkungan Mahkar4ah

Agung
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Tabel2 Ren.ana (inerjalahun 2017

RENCANA KII\IERJA TAHUNAN

"iAN(.!N ANC6ARAN 2017

100*

. Pidam 90%

. Perdara 90%

. -rpikor 90%

. Pidana 15%

. Perdar. 15%

. Tipjkor 75'6

. Peninjauan 94x
Kembal, 9496

e.lndarsponden 30

111 Rp.ma-52o.mo

111 Rp1oa.520.0OO

100%

1g*
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C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2017 merupakan tolak ukur
evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2017. Perjanjian Kinerja disusun

berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2017 yang disusun pada awal tahun 2017.

Tabel3 Periahiian Xineria Tahu. 2017

PTRJANJIAN KINEPJA TAHUN 2017

PENGADI'AN TINGOI BENGXULU

1.

2.

3. Rp.

TAiGEI

700*
10016

1@)6

9@6

90
*x
1516

lsx
15X

94x

30

1m9(
10096

100,6

,t)%

15.614.598.000

375.000.000

10a 520 000

. Ggiatan
Pembinaan Adminisdasi dan P€ngelolaan Keuangan Badan Urusan Adminiit6si
PengadaanSara.a dan Prasa6na di Lingkungan Mahkamahfuuns

Peningkatan Manajemen Peladilan Umum
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BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. LAI'AIAI\ KI I\ EKJA IJK\IAI\I)A)I
Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2017 merupakan pencapaian

atas target kinerja tahun ketiga dari Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu

tahun 2015-2019. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan

antara Realisasi dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga dapat terlihat apakah

sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai atau tidak.
Dari hasil pengukuran capaian kinerja tersebut diperoleh data bahwa capaian

kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2017 adalah sebesar 105,6 70. Nilai

tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja utama,

sebagai berikut :

rir!r ! r:fa:r!f:i r:i.iirir:r ri 1:i.i,

INOI(ATORNNERIA REAIISASI IAfiGE

100 %

1@%
16%

90%
90%

75%
15%
15%

30,o

PengadilanTinggi

NO SASAiA 5IRATEGIS

!. teMuiudLa Pr66
P€adilan yang Padl,

a PeEentase sisa periara yang diselsaikan

b. P.rsenla* perlara yd.g diselesaikartepai

c. Perentase penurlnai sisa perkara

d- pe6enrase perkara Fngtidak meneajukan

' P€ninja,anxembali{P$
e. lndexRespondenPengadilanTingkat

Pertama y.ng pus t€rhadap layanan

LOO%

100 %

100 96

aa,7 %

74,5 %

o,0%
74;2%
33,3%

98,5 %

47,2%
96,2%

222%

53,2%

a. PeBentase salinan putusan yang dikirim ke
aen8adilan PenCaju tepat waku

L@%

13,3 96

1m%

733%!1em€totaan b. Pecentase putusat perkara y:nc menaik
oP,harian mawaBk yang dapat ddL*s

a orline dalar rartu I lsdL) hdri
Perti.B

PENGADITAN TINGGI BENGKUTU



Dari tab€l Peigukwan Capaian Kir€rja tersebut dEaat diu{aikan h$h ts?erifl€i lagi

untuk masing-masing Sasaran Strategis dan Indibtqr Knerja dalam b€ntuk tabel dan

grafik dibawah ini,

'Iah. 5t;pa:-nsara:iila,wulrdnyiFr.srtP.idilif yrng

ir3{1, TrJnrp.r.i d.n A(!nt.lel

G,aliiilCap.iania5.rrnl.ruriu!!ya9rrar9eri.1lla y.ie
B.ni, rr:'s!arr .lanArr,nialll

Sasarao strategis Terwujudnya Proses Pe.adllan yang Pasti, Tr.nsparan dan Akullabet
dimaksudkan untuk menggambarkan upaya melaksanakan penyelenggaraan peradilan

)rang memberikan kepastiao keterbukaan dan dapat dipertanggunqiawabkan pada

Pengadihn Tinggi Bengiariu denga* me.girku.lingkat penyelesaiat perkara. leGpatan

waktu le4relesaian pe*ara, peaurunan sisa pedaE, kepuatan terhadap hasil putusan

serta kepuasan te.hadap layarEn yarts diberikan. Pada sasaran initerdapat 5 indikator

kineda !,ang diukur



Data pada label 5 dan grafik 1 menunjukkan bahwa Gpaian s"saran Ter'/.u.iudnya

Proses Peradilan yang Pasti, kansparan dan Akuntabel pada tahun 2017 sebesar 94.8%.

Nilai capaian tahun 2017 ini meningkat pesat bila dibandingkan dengan capaian tahun-

tah!.! 5ebeium nyd.

Hal ini menunjukkao bahwa pada lahun 2017 F€r'gadilan Inggi Beockulu selalu terus

berupayd melaksanakan penveleflggaraan peradilan yang memb€rikan kepastian,

terbuka dan dapai dipertanggunqiawabkan sehingga mampu meningkatkan capaian

sasa.an strategis i?ng pertafta Fitu leGrujudfiya P.os€s Peradilan yang Pasti

Transpa.an dan AkBntabel.

Ada 5 {lima} indikator kinerja uta&}a yang digunakan untuk mengukur sasatan sttategis

inl sebagai berikut :

?015 2016 10\1

(PIOANA jIPEflDATA iTIP{KOq

Ui.ijran reaiisa* indikator kine.ja perse.r'lase sisa pe*ara yang diselesaikan adaiah

perb6ndingan ,iumiah sisa perkara tahun sebelum.ya yang dise,esaikan dengan

jumlah sisa perkara tahun sebelumnya yang harus diselesaikan.

Adanya sisa perkara pada tahun sebelumnya disebabkan karena perkara yang

drasuk pada akhir tahufi, sehingqa tdak dapat diselesaikan Pada tahut! beialan.
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T3b€l 6 rcenunjukkan jumlah sisa pe/Gra yaftg haru! diseiesaikan pada tahun 2017

adalah 20 perkara, dengan rindan : pidana seban).ak 10 perkara, perdata sebanyak

7 perkara dan tipikor adaiah sebanyak 3 perkara. Seluruh sisa perkara tersebut

dapat disetesaikaii pada 'Lahun 2017.

Tabel 6iuga nrenunjukkan bahwa sejak tahun 2015 sa.npa; d€ngan tahun 2017

capaian sisa pe*ara yang diselesaikan selalu men.apai target 10O%.

Hal ini menunjukkan kinerja Pengadilan Tingg; Bengkuiu terhadap sisa perkara

tahun sebelumoya selalu dapat dis€lesa;kan pada tahuc benkutnlia, rhingga tidak

meoiadi tunggakan di tahun kedepannya lagi.

2015 1016

.TPIDANA TPSRDATA jIIP'KOR

Daiam rangka filere5pon k€iuila!} masyarakat akan iamanya penyelesaian perkara

dilisgkungan Mahkamah Agung Rep!.'lriik indcnesia dan jajaran Peradilan

dibawahnya rnaka pada tanggal 13 Maret 2014 Ketua Mahkamah Agung Republik

lndonesia telah meoqeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 2 Tahun

2014 tertang Penyelesalat Fe-i.arid d; Fengadiia.l Tingkat Perta&a dail Tingkai

Eanding pada 4 {empEti Lir"fk rcan Pe.adilan. Pokok-polok surat edaran ini
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diaFtaranya mergatur mengenai penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat

Banding paiing lambat dalam urakhi 3 (tiga) bular termasuk penyelesaian minutasi-

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase petkara yang diselesaikao tepat wal'ttl

adalah perbandingan jumlah pe*ara yanE disei'esaikan lahun b€rjalan dengan

jurrlah pe.kara FdrE 3da,lumlah perkara yang diselesaikan tahun be'jalan adalah

jumlah perkara yar}g diputus tahun berjalan. Jumlah petkara yang ada adalah

jumlah perkara yang diterima tahun bedalan dit'dmbah sisa perkara tahun

Pada label 7 diatas menunjukkafl nilal .apaian Fetsentas€ perkara PiCana' perdata

maupun tipikor yang diselesaikan tepat waktu' Pada iahun 2017 capaian

penyelesaian perkara pidana adalah sebesar 98,5% dan perdata *t'e5;r B7 '2%'

capaian i$i mengalami pe.iurunan t,ila dibandingkan deogan capaian t6hun

seMumtrya- S€dangkan capaian penyelesaian pe'kara tipikot s&esat 96'T/o"

meflgalami peiingkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya'

Adapun alasan yang menyebabkan realisasi p'eri)telesaian p€rkara tepat wakhr tidak

L$sa mencapai target yang diperjaajikaa sehingga perseotase capaian b€lum

merlcapai 1@% adalah karena adan)a peningkatan jumlah perkata !'ang masuk

pada altir tahun 201 7, sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun bedalan dan

menjadi tunggakan di tahun 2018.

Jii.a r&erEacu pada Slrat Edarin Ketua Mahkamah Agung Republik lndonesia

Nofior 2 Tahun 2014, seperti yang tersebut diabs. Standat Operasional Prosedur

penyelesaian perkara untuk Pengadilan lingkat Sanding mengatut bahwa

p€rlyelesaian petkara adalah maksimat 3 (ti$) bulan. Maka waiar pada umumnla

perkara yang masuk pada Triwulan IV Eulan Oktober. Nopember dan Desernber)

belum bisa diputus pada akhir tahun berjalan, dan m€njadi tunggakan perkara

ditahun baiirttnYa.

/- i} /:, r... ii I I i F F + : :, r, ;, : i j,, ! ; i., 
: 1 : .. 3 I li,, r i1
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,TPIDANA TPERDA-IA rTJPI(OR

Ukuran .ealisasi persertase penurunan sisa perkara adalah pe-bandingan antara

selisih sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi sisa perka.a tahun berjalan dibagi

dengan iumlah sisa pe.kara tahun be.jalan. Penetapan indiiGtor kine.ja ioi untuk

meiihat kemampuan Pengadilan Tifiggi gengkulu dalam menyelesaikan perkara.

Daribbel 8 dapat dilihat bahwa pada tahun 2017, perkara pidana tidak mengalami

penurunan maupun peningkatan sisa perkara. Sisa perkara pada tahun 2017 adalah

sebanyak 10 perkar4 dernikiao juga pada tahan 2A16 W,ka.a pidana adalah

sebanyak 10 berkat sehingga tidak dapat mencapai p€.sentase target yang

ditetapkan. Dengan demikian capaian kinerjanya adalah sebesar 0%.

Sedangkan uituk perkara pe.data mengalami penurunan sisa perkara sebesar

142%. yaitu dari sisa 7 perkara pada tahun 2016 menjadi sisa 6 perka.a pada tahun

201 7. Dengln target sebesar '1 5% maka diperoleh capaian penurunan sisa perkara

p€idata untuk tahun 2017 adatah 94,6%.

Unruk perkara tipikorjuga mengalami penurufian sisa perkara seb€sar 313ol", sisa

perkara tahun 2016 adalah 3 perkara, sedangkan pada tahun 2017 sisa perkara

adalah 2 perkara. Dengan target sebesar 15yo maka diperoleh capaian penurunan

sisa pe{kara tipikor untuktahun 2017 adalah 222%,

Dapat disimpulkan. bahwa target yang ditetapkan untsk tahun 20 1 7 belum dapat

te.capai dengan baik, khususnya untuk perkara pidana yaog hanya mendapat

capaian 0%. Hai terseknrt disebabkan oleh adanya perkara yang masuk di akhir

tahun, yang teotunya memerlukan liaktu untuk penyelesaian sehingga menjadi

tunggakan di tahun berikutnya.
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Untuk mengantisipasi bertambahnya risa perkara yang masuk pada ekhir tahun,
bila dimungkinkan dibuat kesepakatan dengaD pihak Kejaksaan agar untuk setiap

perkara yang masih tlisa dilimpahkan ditahun berikutnya agardilimpahkan ditahun
berikutnya saja, sehingga pada akhir tahun tidak terjadi lonbkan perkera masuk.

.4rx $tY
ox # nt.

s3:ra

1016 2017

:1PIDANA iPEROATA ] NPTKOR

Ukuran realisasi indikator kine.ja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum kasasi adalah perbandinganjumiah perkara yaog tidak mengajukan upaya

hukum kasasi denganju..rlah putasan perkara.

S€sua! data pada tabel 9 diatag pada tahuo 2017 realisasi persent-ase total perkara

yang tidak mengajukan upaya hukum kasasiadalah 50,070, dengan perincian 59,5%

perkara pidana.464% pe.kara perdata dao 0% pe.kara tipikor.

Haiini mengindikasikan bahwa pencari keadilan pada Pengadilan 
-Iingkat 

Sanding

yang dapat menerima putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahuo 2017

adalah sebesar 50,0%. Sedangkan sisa rya sebesar 50,0% pihak berperkara atau

Jaksa pada omumnya rnengajukan upaya hukum kasasi, }rdng berarti bahwa

PEI'{GADiIAiI TINGGI SEITG(ULU



putusafl banding oleh Hakim Tinggi di tingkat banding belurn seluruhnya dapat
diterima oleh pihak berperkara atau Jaksa.

Dapat disimpulkan Lrahwa realisasi persentase total perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2017 beium memperoleh .lpaian
yang baik karena belurn ma.npu mencapai target kinerja yang ditetapkan, yaitir

sebesar 53.2%.

2015 2016 201',]

!PIDANA IPERDA'A TIIPIXOR

Ukuran realisasi indikator kinerja peBentase perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum Peninjauan Kembali (PK) adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak
mengajukao upaya hukum kasasi denganjumlah putusan perkara kasasi,

Be{dasa.kan data pada tabel 10 realisasi persentase perkara ya*g tidak
mengajukan upa),a hukum peninjauan kembali pada tahun 2017 adalah sebesa!'

81 ,8yd Realisasi tersebut tidak sesuai dengao target yang ditetapkan sebesar 947o.

Data ini menunjukkan bahwa upaya par3 pihak berperkara dan jaksa penufltu

umum untuk riengajukan PK semakin tinggi. hal tersebut disebabkan faktor

PENGADILAN TINGGI BENGKULU



putusan kasasi tersebut belum dapat memenuhi rasa keadila$ dari para pihak

berperkara atau sekedar upaya untuk menunda eksekusi.

Penetapafl indikator kine4a ini adalah untuk melihat capaian atas kepuasan para

pencari keadilan terhadap layanan yang diberikan dengan berdasarkao Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25IM.PAN/2/2@4 tanggal

24 Februari 2@4 tentang Pedoman Umum Penyusunan lndex Kepuasan

Masyarakat Unh Pelafanan lsstansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaao Aparatur Negara dan Reforrnasi girokrasi Nomor 16 Tahun 2014

tenlafig Pedoman Survey Kepuasan Maqfarakat Terhadap Peflyeleiggaraan

Pelayanan Publik

Dari survey yang dilak5anakan pada bulan Juni tahun 2017 didapat nilai lndex

Resporden Pengadilan lingkat Pertarna yang puas terhadap layaoan di Perlgadilan

Tinggi Bengkulu adalah sebesar 71.84 (pada interval 62,5 sampai dengan 81.25)

dao temasuk pada kategori "BA|K".

Kemudiai pada tanggal 11 Desembe. 2017 diperoleh hasil rurvey mengenai

kepuasan mAsyarakat dan nilai lndex Responden Pengadilan liogkat Pertama yang

puas terhadap layanan di Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebesat 79,92 (pada

inte.val 6e5 sampai dengan 81,25i dan termasuk pada kategori -BAX".

Dengan nilai target yang ditetapkan sebesa. 80 maka capaian atas indikator kinerja

tersebut pada tahun 2017 adalah sebesar 99,96. Hal ini menunjukkan bahwa

Pengad;lan ]ingg; Bengkulu ieftls rnenerus rnengupafakan pembe.iao pelayana'

yang makimal dan berorientasi pada pelayanan prirna, yang terlihat dari

peningkatan nilaiindex has lsurveypada bulan Juni 2017 sebesar 71,84 meningkat

menjadi 79,92 pada bulan Deseflber 2017-

rEkk.d6'.rE&rtrE
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Sasaran strat€is Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

dirnaksudkan uotuk rnenggambarkan efeklifitas dan efisiensi upaya Pengadilan

Tinggi Bengkulu dalam memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat,

dengan mengukur ketepatan waktu pengiriman salinan putusan kembaii ke

Pengadilan. PenEaju dan ketepatan waktu mengakses secara online putusan

perk ra yang menarik perhatian masyarakal

Data pada tabel 12 dan grafik 7 menunjukkan bahwa capaian sasaran Peningkatan

Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada tahun 2017 mencapai 116,5%.

Capaian tersebut lebih tinggi dari pencapaian tahun-tahun seb€lumnya Walaupun
pencapaian yang diperoleh melebihi target yang ditetapkan tidak merijadikan

Pengadilan Tinggi Bengkulu puas dengan hasil yang dicapai. Pengadilan Inggi
Beflgkulu akan terus mengupayakan peningkatan teftadap efektifitas pengelolaan

perkara agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari

keadilan-
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.IEDAdA 1?ERDATA .1TIPI(OR

Ukuran realisasi indikator kin€rja persentase salinan putusan yang dikirim ke

pengadilan pengaju tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah salinan

pu-tusan fang dikirim ke pengadilan pengaju dibagi dengan jumlah putusan.

lndikator kinerja inijuga terkait dengan Surat Eda.an Mahkamah Agung Nomor 01

Tahun 2011 tenlang perubahan Surat Edaran 02 Tahun 201 O tentang Penyampaian

Salinan dan Petikan Putusan.

Dari tabel 13 terlihat bahwa pada tahun 2017 Pengadilan li*ggi Bengkulu memiliki

79 berkas putusan perkara pidana, 22 berkas putusan perkara perdata dan '13

berkas putusao perkara tipikor- Dan semua berkas pe.kaE ini salinan piitusannya

dapat terkirim ke penqadilan pergaju secara tepat waktu. Sehingga terlihat bahwa

persentase realisasi nya adalah 1 0O%. Dengan target yang telah ditetapkan sebesar

100%, maka diperoleh nilai capaian juga sebesar 100%- lni menunjukkan bahwa

Pengadilan Tinggi Bengkulu selalu berusaha menjaga kualitas dalam pengelolaan

penyelesaian perkara.

PFNGADITAiI TINGGI BENG(ULU
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Ukuran r€lisasi ifldikator kine4a persentase putusan per*ara yang menarik
perhatian masfarakat yang dapat diakses secara orline dalam waktu t ha.i setelah
diputus adalah perbandingan jumlah isi putusan pe*ara tipiko. yang diupload
dalam website dalam waktu 1 tsatu) hari setelah diputus defigan jumlah 6rerkara
rnena.ik tr€rhatian masyarakat yang diputus yang termasuk dalam kategori
perkara yang menarik perhatian masyarakat adalah perkara tindak pidana korupsi
( piko.I tindak pidana kekerasan terhadap anak tindak pidaBa kekerasan terhadap
perempuan dan penyalahgunaan narkoba.

Pada tabel 14 terlihat bahwa pada tahun 2017 terdapat 2(dua) isi putrlsan pe*aIa
tipikor yang diupload dalam lvebsite dalam waktu 1(satu) hari setelah d;putus. Dan

terdapat 1 5 perka.a yang termasuk dalam kategori menarik perhatian maslrarakat

Oleh karefla itu angka realisasi persenta5e putusan perkara yang menarik perhatian

masyarakat yang dapat diaks€s secara odine dalam waktu t hari setelah diputus
adalah sebesar 13,3%. Deagan target yang ditetapkan sebesar 10% rnaka nilai

crpaian adalah sebesar '133%.

PENGADILAN TlNGGI BENGKULU



Dari pemaparan diatas meounjukkan bah$a Pengadilan Tinggi Bengkulu secara

reol masih belum marnpu untuk memberikan informasi mengenai putusan perkara,

khususnya perkara tipikor, se(ara aktual dan tepat waktu kepada masyarakat

pencari keadilan, namun bila dilihat dari angka capaian, Pengadilan Tinggi

Bengkulu telah mampu memenuh;angka target yang ditetapkan. Tentunya dimasa
yang akan datang akan dilakukan upaya-upaya untuk me.ingkatkan jumlah

perkara yang di uplord di website dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus {Ore
Doy Publish) sehiogga diharapkan angka realisasi dapat naik hingga mendekati

1W%.

B. &EALISASi g{r.iGG"qft.AfJ

Total alokasi anggaran yang didapatkan oleh Pengadilan linggi Bengkulu pada

tahun 2017 adalah sebesar Rp20.098.11B-000 (Dua Puluh Miliar Sembilan Puluh

Delapan Juta Seratus Delapan Belas Ribu Rupiah) dengan rincian Daitar lsian

Pelaksanaan lugas (DIPA) sebagai berikut :

1. Dtpa saD,qri u;tusA${ ADMlNiSrkeS! isl}
Anggaran DIPA (01) sebesar Rp.15.989.598.000,- (Lima Bela5 Miliar Sembilan

RatLrs Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus $mbilan Puluh Delapan Ribu

Rup'rah) yang meliputi :

,' ;]. '': 1,.] .':i

Belaoja Pegawai adalah kompensasi dalam bentik rrang maupun barang

yang diberikan kepada pegawai negeri. pejabat negara, pensiunan serta

pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup
pemerintahan baikyang benugas didalam maupun di luar negeri sebagai

imbalao atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka

mendukung tugas dan fungsi unh organisasi pe.nerintah. Honorarium

fang berkaitan de[gan Belanja Modal tidak termasuk dalam Belanja

Pegawai.

lumlah Belanja Pegawa; Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar

Rp.13.883400.712,- (Tiga Belas trilia. Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga

Juta Empat Ratus Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rup;ah)

i. i.!.f;-,rr:r l, . ,r,.1

Belanja Barang adalah peogeluaran untuk pembelian barang dao/aiau
jasa yang habis pakai untuk memproduksi ba.ang dan/atau jasa yang

dipasa*an maupun yang tidak dipasarkan.

Jumlah Belanja 8a.ang Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar

Rp.1,657.684.000.- (Satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam

Ratus Bapan Puluh Empat Ribu Rupiah).

Belanja Bararig pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dipergunakan untuk :

PENGADITAN TINGGI BENGKULU



Be{anja Barang Operasiofl al

Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau
jasa yarg habis pakai yang dipergunabn dalam rangka pemenuhan

kehituhan dasar suatu satuan kerja dafi unurmnya pelqlanan ].ang
bersitdt intemal.

Belanja Bardng Non Operasional

Belanja Barang tlon Operasional merupakan pernbelian barang

danlatarjasa yaflg hab,is pakai diLaittan deryan strdtegi peflcapaian

tarqet kineda suatu satran kerja dan umumnya pelayanan yang

bersifat ekstemal-

<. Belanja Modal

Belanja tuldal dalah pengeluardn untuk pembalfdran perolellan asset

dan/abu .n€oambah nilai asset tetap/asset lainnya yang rnemberi

manbat letih dali satu periode akuntaGi dan rn#ihi batas minimal

kapitatisasr- asset tetaplasset lainq/a yang ditetapkan oleh pemedntah.

Jumlah Belanja Baraqg Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar

Rp.375.00O.0m,- $iga Rah.s Tujuh Puluh l^ima Juta Rupiah).

I.bel 1s Realjsarl aoslar.n Bela.ja orPA 01 rah!n2017

Gralik 10 Realisasi AnggaEn B.l.nja D|FA 0t lahun2017

t- *-
BELAN]A PEGAWAI AELANIA BARANG BETANIA MODAI

f PAGT' I REAIISASI TSISA
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2. DIPA BADAN PERADILAN UMUM (03)

Tahun 2017 ini Pengadilan 
.finggi 

Beogkulu mendapatkan alokasi anggaran DIPA

03 Badan Peradilan Umum berupa Belanja Barang sejumlah Rp.108J20.000

(S€ratus Delapan Juta Uma Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Eelanja Barang pada DIPA 03 ini ditujukan untuk menunjaog kegiatao operasional

persidanqan peradilan di Pengadilan Tinggi Bengkulu-

PENGADILAN TINGGI BENGI(ULU
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sl9A{ip} cArAlAri,

1!?3.650 9780 ra

fif &t.lli61l A \ifi{llii'l'{' i1i g}E}i FA{{qAi14
DIPA 01 digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program keda, y-aitu :

1. (005.01.01) Program Dukungan Manajemen dao Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agu.g
2. {m5.01.02) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah

Agung

Sedaogkan DIPA 03 digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program ketja yaitu :

(005.03-04 Program Penifigkatan Manajemen Peradilan Umum.

PENGADILAI,I TINGGI BENGKULU
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BAE IV

PENUTUP

A. SXMFlUtAN

Capaian kinerja Pengadilan linggiBeogkulu tahun 2017 merupakan c.lpaian atas

target kinerja tahun kefiga dari Renstra Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2015-2019-

t poran Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Sengkul.r Tahun 20'17

menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang

ditunjukkan oleh Pengadilan TinqEi Bengkulu pada tahun anggaran 2017. Be.bagai

capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian lndikator Kirera t tama (iKU),

maupun analisis kinerja berdasarkan tu;uan dan sasaran.

Selarna tahun 2017 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Tinqqi Benqkulu sudah

terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Capaian kinerja Pengadilan Tinggi
Bengkulx tahun 2017 secaG umum telah menunjukkan kinerja yanq baih dilihat dari
jumlah indikator kinerja yangtelah melampaui target dan capaian yang menunjukkan

peningkatan dibahdingkan dengan capaian tahun,tahun sebelumnya-

Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilakanakan be*aitan
dengan pengelolaan administrasi perka.a dan administrasi umitm. Namuo demikian
masih terdapat Lreberapa kendala Fdng berhubungan dengan masih kurangnya
sumber daya manusia da. sarana prasa.ana khususnya pada beterapa pengadilan

negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu.

B" REKOMEII!:IASI

Untuk mengatasi kendala kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang
peningkatan kinerja di pengadilan s€rr,/ilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu maka
dipedukan :

1. Penambahan errnber daya manusia yang ahli dan kompeten dan ditempatkan sesuai

formasi yang dibutuhkan-

2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja rnodal dalam upaya pemenuhan

kebutuhan sarana dan pclsarana-

PENGADILAN TING6I BENGKULU
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REVISI PERIAN'IAIT KINERIA TAHUN 2017
PENGADITAN TINGGI BENGI(UI.U
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I
PENGUKURAN KINERJA

UNIT ORGAN SASI : PENGADILAN TINGGI BENGKULU

TAHUN ANGGARAN : ,017

SASAMN STRATEGIS l: PROSES PERAD,IANYAi{G PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

SASARAN sTRATEG,s 2: MENINGXAT(AN EFEKIIVITAs PENGELOLAAN PENYETESAIAN PER(ARA

PENGADILAN TINGGI BENGKULU
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PERNYATAAN TELAH DIREVIU

PENGADILAN TINGGI BENGKULU

TAHUN ANGGARAN 2017

Kami telah mereviu Laporan X$eria lnstansi Pemerintah PerEadilan IinEi BerEkulu untuk Tahut
Arggaran z}17 sesuai PedorrEn Relriu atas Laporan Kineria. Substansi informasi ya.E dimuat
dalam taporaf xirleria rneiiadi tar€gurlgiarrab manaF nen Pe4adilan In€gi 8er€kulu.

Reri! berhriuaE uruk remteri&an kryaldnan tertatas lapot-an ki$e.ia telah disaiikaa secara

akuraq andal, dan valid.

Berdasa.kan reiu kami. tidak terdapat kondrsi atau hal.hal farE menimbulkan Frtedaan dalam
Deyakini keidalan ififonnari yang disalil@n d dalam laporan kinerja ini.

";iil

PENGAIXIAN ]INGGI BENGXULU
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No Penyataan Che.k lirt
I Format 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data

Pentinq lP.

2. LKj telah menyajikan informasi kinerja lP yang

memadai.
3. LKj teloh menyajikan capaian kinerja lP yang

memadai.
4. Telah menyajikan dengan lampiran yang

mendukung informasi pada badan lapolan.
5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan.
6- Telah menvaiikan akuntabilitas keuanoan.

Mekanisme
Penylsunan

1- LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas
fungsi untuk itu.

2. lntormasiyang disampaikan dalam LKj telah
didukung dsngan data yang memadai.

3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan
informasidari unit keda ke unit penyusun LKj.

4. Telah diteiapkan penanggsng jav.ab
pengumpulan datalnformasi di setiap unit kerja.

5. Datalnformasi kinerja yang disampaikan dalam
LKj telah diyakini keandalannya.

6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh
unit kerja terkait.

7. LKjIP bukan merupakan gabungan unit kerja di
bawahnva.

lI Substansi 1. Tujuan/sasaran dalam L(j telah sesuai dengan
tujua n/sasaran dalam perjanjian kerja.

2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan
rencana strategis.

3. Jika butir 1 dan 2jawabannya tidak maka
terdapat penjelasan yang memadai.

4. Target lndikator Kinerja.
5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuaidengan

target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam
perjanjian kinerja.

6. IKU pada LKj telah sesuaidengan dokumen IKU
yang ditetapkan.

7. )ika butk 4 dan 5 jawabannya tidak maka
terdapat penjelasan yang memadai.

8. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan
tahun lalu, standar nasional dan s€bagainya yang

bermanfaat.
9. IKU dan lKtelah cukup mengukur tujuan/sasaran.
10. Jika "tidak' telah terdapat penjelasan yang

memadai.
11. IKU dan lK telah SMART

CHECKLIST REVIU

PENGADILAN TINGGI BENG(ULU
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SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADITAN TINGGI BENGKULU

NoMoR : w8-U/27 I KP.[t.ot fi l2otB

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN IAPORAN (INER'A INSTANSI PEMERINTAH
(TKiIP} TAHUN 2017 DAN DOXUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

PENGADITAN TINGGI BENGI(UI.U

Menimbang : 1.

KETUA PENGADIIAN TING6I BEN6KUtU

Bahwa dalam rangka untuk memberikan Laporan Kinerja yang akurat,
lengkap dan tepat sasaran maka dipandang perlu membentuk tim
penyusun Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (tKilP) tahun 2017
pada Pengadilan Tinggi Bengkulu;

Bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam keputusan ini
dipandang cakap dan mampu untuk menyusun laporan tersebut.

Undang-urdang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Rl;

Undang-undang Nomor 49 tahun 2OO9 tentang perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan LJmum;

Surat Edaran Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2011 tentan8 Penyampaian
Laporan Akuntabilitas Koerja Tahun 2011;

Mengingat

2.

:1.

2.

4. Surat Sekretaris Mahkamah
1003A/SEK/OI.01.2AU2O!7 taoggal
Penyampaian LKiIP tahun 2017 dan
tahun 2018.

Agung Rl Nomor
27 November 2017 tentang
Dokumen Penetapan Kinerja



Menetapkan

Pertama

MEMUTUSKAN

Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah Tahun
2017 dan Dokumen perjanjian Kinerja Tahun 2018 pada Pen8adilan Tinggi
Bengkulu yang susunan keanggotaannya seperti t€rmuat dalam daftar
lampiran kepulusan ini;

Tugas pokoktim penyusunan sebagai berikut:
a. Menyusun Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP) Tahun 2017
b. Merevisi dokumen Rencana Kinerja {RKT} Tahun 2017 dan 2018 serta

menyusun Rencana Kinerja Tahun 2019
c. Merevisi dokumen Perjanjian Knerja Tahun 2017 dan 2018;

Keputusan ini mulai berlaku seiaktanggal ditetapkan;

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat (eputusan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : Bengkulu

Kedua

Ketiga

(eempat

02 lanuari 2018
\!!6/

tanringgi Aenekulu, 
V/

5109191984031001



tampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkutu
Nomor I wa"U/27lKP.17.out/2o18
Tangal : 02Januari2018

DAFTAR TIM PENYUSUN I.APORAN (INERJA INSTANSI PEMERINTAH (TKJIP} TAHUN 2017
DAN DO(UMEN PER'ANJIAN KINERJATAHUN 2018 PENGADII.AN TINGGI BENGKUI.U

Ditetapkan di : Bengkulu

No TAMA JABATAN XEANGGOTAAN

1. ADI DACHROW 54 S.H., M.H. Hakim Tinggi Ketua

2. WINARTO, S.H, Hakim Tinggi Wakil Ketua

3. RATNA MINTARSIH, S.H., M.H. Hakim Tinggi Anggola

4. JUTIASTRA, S.H., M.H. Panitera Anggota

5. WANSURNI, S.E. sekretaris Anggota

7_ RIZWAN MANADI, S.H. Panitera Muda Perdata Anggota

8. IAMALUDIN, S.H. Panitera Muda Pidane Anggota

9. TURUAN, S.H. Panirera Muda Hukum Angigota

10. YURNI HENDARWATI, S.Pd. (epala Bagian Perencanaan dan l(epegawaian Anggota

11. UMI KALSUM, S,Sos. (epala Bagian Umum dan Keuangan Anggota

t2. M. ALI EL, FAHMI, S.T. Kepala Sub Bagian KepeEawalan dan lT Anggola

13. RINA ASTUTI, S.E, Kepala Sub Bagian Keuangan dan pelaporan Anggota

14. LINDA NORA S.Kom. Plt. Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga Anggota

15. FIDIYAH SISTONA, S.E. Plt. Kasubbag Rencana Program dan Anggaran Sekretaris

76. WAHFIZULI, S.E. Staf Sub Bagian Rencana Prog6m dan Angga€n Anggota

17. HENNY MUTIAANGGRAENI, 5.H. Staf Kepaniteraan Hukum Anggota

:02ianuari2018
Tinggi Bengkulu
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PEN6ADILAN TINGGI BENGl(UtU

KEPUTUSAN KETUA PEN€ADILAN TINGGI BENG(ULU

NOMOR : W8:U/ 434lKP.fl.Otll20,r8

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB TAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PENGADITAN TINGGI BENGKULU

TAHUN 2017

Menimbang i l.

KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKUTU

Bahwa dalam rangka kegiatan penyampaian Laporar Sistem

Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Tinggi

Bengkulu Tahun 2017 diparldang perlu menuniuk penanggung jawab;

Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dalam keputusan ini
dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Undang-undang Nomor 3 tahun 1995 tentang Pembentukan

Pengadilan Tinggi gengkulu;

Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentan8 Perubahan kedua atas

Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RU

Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2000 tentang Pelaporan
(euangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah;

lnstruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
lnstansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang P€doman Penvusunan

Penetapan Kinerja lnstansi Pemerintah;
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja (epaniteraan dan Kesekretatiatan

Peradilan;
Surat Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor
TOO4AISEK/OT-O7.2|L||2O77 tangfal 27 November 2017 tentang
Permintaan Kelengkapan Data Dukung Lapotan Kinerja lnstansi

Pemerintah (L(jlP) Tahun 20ui

Mengingat

2.

.7,

.'

3.

4.

5.

6.

7.

a.



Menetapkan

(ESATU

KETIGA

KEDUA

9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor 19/SEK/V2018

tentang Penetapan Satgas SA(IP pada Pengadilan Tingkat Banding

Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung;

MEMUTUSXAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADITAN TINGGI BENGKULU TENTANG

PENANGGUNG JAWAS TAPORAN S6TEM AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP} PENGADILAN TINGGI BENGKULU TAHUN

2077

Menunjuk Pegawai Negeri Sipil an. JUII ASTRA, s'H., M.H. NlP.

195907171985031003 sebagai Penanggung lawab Laporan Sistem

Akuntabilitas Kinerja lntansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Tinggi

Bengkulu Tahun 2017;

Memerintahkan kepada Penanggung Jawab Laporan yang telah ditunjuk
untuk melaksanakan Keputusan inidengan penuh rasa tanggung Jawab;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Bengkulu
: 03 Januari 2018

dilan Tinggi Bengkulu, y(
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PENGADIIAN TINGGI BENGKULU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BENOKULU

NOMOR : w8-ir/43 e lKP.tl.Otfilzfrl}

TENTANG

PENGUMPUL DATA TAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PENGADITAN TINGGI BENGKULU

TAHUN 2017

Menimbang : 1.

KETUA PENGADITAN TINGGI BENGKULU

Bahwa dalam rangka kegiatan penyampaian Laporan Sistem

Akuntabilitas Kiner.ia lnstansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Tinggi

Bengkulu Tahun 2017 dipandang perlu membentuk Tim Pengumpul

Data;

Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lajur dua keputusan ini
dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Undang-urdang Nomor 3 tahun 1995 tentang Pembentukan

Pengadilan Tinggi Bengkulu;

Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas

Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Rl;

Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2000 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah;

lnstruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

lnstansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja lnstansi Pemerintah;
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja (epaniteraan dan Kesekretariatan

Peradilan;
Surat Sekretaris Mahkamah
loo4Al sEKl ot.o1-21 71l2ol7 tanggal 27
Permintaan Kelengkapan Data Dukung

Pemerintah (L(jlP) Tahun 2017;

Agung Rl Nomor
November 2017 tentang
Laporan Kinerja lnstansi

Mengingat

2.

:1,

2.

3.

4.

5.

5.

7.

8.



Menetapkan

KESATU

KETIGA

KEDUA

9. (eputusan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor 19lsEK/V2018
tentang Penetapan Satgas SAKIP pada Pengadilan Tingkat Banding

Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU TENTANG

PENGUMPUL DA-TA LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINER'A INSTANSI

PEMERINTAH (SAKIP} PENGADILAN TINGGI BENG(ULU TAHUN 2017

Menunjuk Pegawai Negeri Sipil YanB namanya tersebut dalam lampiran

Keputusan ini sebagai Pengumpul Data Laporan Sistem Akuntabilitas

Kineria lntansi Pemerintah (sAKlPl Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun

2017;

Memerintahkan kepada Pengumpul Data yang telah dituniuk untuk
melaksanakan Keputusan ini dengan penuh rasa tanggung Jawab;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di
Pada tanggal

Bengkulu
03 ,anuari 2018

an ringgi aengkulu, /,
iY
.ii



lamplran Keputusan Ketua Pengadilan l-inggl

Bengkulu

Nomor : W&U/436I(P.11.0IA/2O18
Tangal : 03 lanuari2oXS
Tentang: Susunan Tlm lnventarisir dan Telaah

sistem Akuntabill,tas Kinerja lnstansi
Pemerintah (SAKIP) Pen8adilan IinEAi
Bengkulu Tahun 2017

No NAMA/NIP PAN6KAT/
GOL RUANG

JABATAN KET

DINAS TIM

1 2 3 4 5 6

1,

2.

F|DIYAH S|STON& S.E.

NtP. 198203312009042001

HENNY MUTIAANGGRAENI,S.H.
NrP- 198708072009042005

Penata (lll/c)

Penata Muda

{lll/a)

Plt. Kasubbag Rencana

Program dan Anggaaan

Staf Panitera Muda
Hukum

PenBUmpul

Data

Pengumpul
Data

lan TinggiBengkulu fc,\


